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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kondisi sanitasi LP sangat erat hubungannya dengan pemenuhan hak

narapidana di bidang kesehatan. Hak-hak narapidana telah diatur di
dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyafakatan
serta dikukuhkan secara Internasional melalui Standard Minimum
Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners. Berdasarkan hasil
penelitian di LP Klas IIA Yogyakarta, Peneliti menyimpulkan bahwa

kondisi sanitasi LP Klas IIA Yogyakarta sudah cukup baik.

2. Faktor penghambat terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik adalah

persoalan over kapasitas dan ketersediaan air bersih. Kebijakan yang
diambil oleh LP sebagai sebuah organisasi dalam memperbaiki
kondisi fisik LP, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan, dan lain-lain
tidak bersifat otonom terhadap institusi di atasnya. Kesadaran
narapidana dalam menjaga kebersihan sel atau kamar menjadi sangat
penting dalam mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik. Petugas
LP juga harus mengawasi bagaimana narapidana menjaga kebersihan

kamarnya, dalam hal ini diperlukan pengecekan. Permasalahan
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yang timbul kemudian adalah mengenai tidak seimbangnya antara jumlah
narapidana dengan jumlah petugas LP yang ada. LP yang kapasitasnya tidak -
memenuhi standard pasti bermasalah, dan salah satu masalahnya adalah
mengenai tidak terwujudnya kondisi sanitasi LP yang baik (banyak narapidana -

yang sakit bahkan meninggal karena kondisi sanitasi LP yang tidak baik).

B. Saran

Kematian narapidana hanya satu dari sekian banyak masalah yang
terdapat di dalam lembaga pemasyarakatan. Secara teori sistem
pemasyarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sudah cukup manusiawi,
namun jika terdapat gap éntara teori dan komitmen untuk mewujudkannya,
masalah kematian narapidana akibat sakit karena kondisi sanitasi lembaga
pemasyarakatan yang buruk, tidak akan pernah dapat diminimalisir.

Departemen Hukum dan HAM serta Lembaga Pemasyarakatan
seharusnya memberikan perhatian lebih terhadap narapidana berkaitan dengan
hak narapidana untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun
jasmani, mendapatkan_ lpelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Narapidana adalah manusia, baiklah mereka juga diperlakukan sebagai
manusia. Pemerintah memang sudah memberikan subsidi untuk dana
kesehatan narapidana, tetapi seyogyanya jumlah dana tersebut ditinjau ulang
apakah sudah sesuai kebutuhan narapidana atau belum. Penyuluhan tentang
sanitasi LP dengan melibatkan Dinas Kesehatan perlu terus dilakukan supaya
baik narapidana maupun petugas LP menyadari penuh akan arti pentingnya

sanitasi LP. Narapidana dan petugas LP hendaknya juga bekerja sama dalam
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mewujudkan kondisi sanitasi LP yang baik, karena dalam mewujudkan
kondisi sanitasi LP yang baik, kontrol dan keterlibatan petugas LP mutlak
dibutuhkan. Selain itu, Depkumhan juga harus melakukan tindakan nyata
dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan over kapasitas atau over
crowded lembaga pemasyarakatan, misalnya dengan fnembangun LP yang
baru atau memindahkan narapidana dari LP yang sudah over kapasitas atau
over crowded ke LP yang belum over kapasitas atau over crowded.

Tugas Hakim sebagai pengawas dan pengamat, sebagaimana diatur
dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283 Undang-undang No. 8 Tahun 1981
tentang KUHAP menghendaki adanya tanggung jawab moral Hakim yang
mewajibkannya mengikuti dan melindungi hak-hak terpidana di dalam
Lembaga Pemasyarakatan, termasuk dalam hal ini hak narapidana untuk
mendapatkan perawatan kesehatan, jika Hakim pengamat berpendapat
pembinaan dan perlakuan yang diberikan kepada narapidana kurang baik, ia
dapat menyarankan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan usul-usul
perbaikan. Di samping hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Edaran MA No.
7 Tahun 1985 untuk menghindari terjadinya pelanggaran atas hak-hak
terpidana maka perlu diadakan Checking on the Spot paling sedikit tiga bulan
sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara
pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala

Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.
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PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN
Nomor : 070/ 867

embaca Surat :  Dekan Fak. Hukum-UAJY Nomor : 165/V
nggal Surat : 4 Maret 2009 Perihal : Ijin Penelitian
engingat : 1.Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

' 2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian
' Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
} Perwakilan Rakyat Daerah.

!1 ijinkan kepada

1 .

lama . ETTY INDRAWATI , NIM : 9342/H

}amat : JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

fdul Penelitian - KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN PEMENUHAN
z HAK NAPI

okasi :  Kota Yogyakarta

‘aktu ;7 Maret s/d 7 Juni 2009

etentuan;
Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang
mengeluarkan ijin;
' Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi
Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) , dan menunjukkan cetakan asli;
Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah; ,
Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang
berlaku.

[P —

-~

Dikeluarkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Maret 2009

An. Sekretaris Daerah

embusan disampaikan Kepada Yth.

|. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)

). Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perizinan;
3. Ka. Kanwil Dep.Hukum dan HAM Prov.DIY;
4 Ka. Pengadilan Tinggi DIY;

5. Dekan Fak. Hukum-UAJY;

).

Y ang bersangkutan.




PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Ji. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

! SURAT 1ZIN
| NOMOR - 070/0415
| 1253/34
ambaca Surat . Dari Wakil Dekan | Fak. Hukum - UAJY

:ngingat * 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rmman Tugas
dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;

3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan
pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian izin Penelitian,
Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;

. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang Pemberian
izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

l Nomor : 166/V Tanggal :04/03/2009
|
|
I

[$))]

!
|
1
|
{

jinkan Kepada  : Nama - ETTY INDRAWATI NO MHS / NiM - 060509342
‘ Pekerjaan - Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta

Alamat . JI. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Penanggungjawab : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Keperluan

© Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KONDIS] SANITASH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN DENGAN
PEMENUHAN HAK NARAPIDANA

kasi/Responden : Kota Yogyakarta :
aktu : 05/03/2009 Sampai 05/06/2009
mpiran . Proposal dan Daftar Pertanyaan -
ingan Ketentuan ;1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Waijib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya :

Tanda tangan
Pemegang lzin

ETTY INDRAWATI

- 3mbusan Kepada: r

th. 1. Walikota Yogyakarta(sebagal laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY

3. Ka. Lapas Kelas Il A Yogyakarta




DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan : Gedongkuning Nomor 146
Telepon : 378431,378432

SURAT IJIN
Nomor : W22-UM.06.02- §/%

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nomor : 167 / V tanggal 4 Maret 2009, hal ijin riset dan surat keterangan dari Sekretariat Daerah Prop.
DIY. Nomor 070/867 Tanggal 7 Maret 2009. Atas dasar pertimbangan tersebut, dengan ini Kepala
Kantor Wilayah Dep. Hukum dan HAM DIY memberikan ijin kepada

NAMA : ETTY INDRAWATI
NIM :9342/H
Mahasiswa  : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas 1A Yogyakarta, guna menyusun
skripsi dengan judul : “KONDISI SANITASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERKENAAN
DENGAN PEMENUHAN HAK NAPI”

Waktu pelaksanaan mulai tanggal 7 Maret 2009 s/d 7 Juni 2009

Dengan Ketentuan  : 1, Terlebih dahulu menghadap kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas

A Yogyakarta

2. Pelaksanaan dan pengaturan waktu kami serahkan sepenuhnya kepada
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta

3. ljin ini tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan lain kecuali tujuan
ilmiah

4. Setelah selasai penelitian wajib menyerabkan hasil penelitian berupa
skripsi kepada Kanwil Dep Hukumdan HAM DIY Cq Bagian Penyusunan
Program dan Laporan

Demikian disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 10 Maret 2009

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Divisi Administrasi

Tembusan disampaikanj kepada Yth.:

' 1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta




, .} DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
% ' KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

J LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS ITA YOGYAKARTA
owavoan] J1.. Taman Siswa No. 6 Yogyakarta  Telepon : (0274) 376126-375802

SURAT KETERANGAN

NO. w 220anUm006002" gzo
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas A Yogyakartsa, dengan ini menerangkan bahwa
Mahasiswa,

Nama : Etty Indrawati
' NIM/Fak/Univ : 9342
| Alamat : Perumahan Sleman Permai 1 Blok I No.19, Sleman
! Pada Tanggal : 14 Aprl 2009 telah selesai melakukan penelitian di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta dengan judul “Kondisi Sanitasi
i Lembaga Pemasyarakatan Berkenaan dengan pemenuhan Hak Napi”

| Surat keterangan inl dibuat berdasakan !
| 1. Surat Fin dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
r Tertanggal  : 04 Maret 2009
Nomor 1167/V
Perihal : ljin Penelitian
} 2. Surat Keterangan dari Sekretariat Daerah Propinsi DIY
T Tertanggal  : 07 Maret 2009
‘ Nomor : 070/867
Perihal : Ijin Penelitian
3. Surat Ijin Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY
Tertanggal  : 10 Maret 2009
Nomor : W22-UM.06.02-913
Perihal : [jin Penelitian

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimand mestinya.

Yogyakarta, April 2009

Tembusan disampaikan kepada Yehe
1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DIY
di - Yogyakarta
2. Sekretariat Daerah Propinsi DIY -
Di - Yogyakarta
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Di - Yogyakarta
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DEPARTINEN KEHAKIMANRI
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Lampiran

Pe_rihal :

Jnbiny, YeternmaNa 11

JAKARTA'
Jakarta, 23 Oktober 1996
Kepada Yth.
E-PS.01.06-16. ' Sdr. Kepala Kantor Wilayah
L (satu), L . Departemen Kehakiman RI
fenentuan Daya Muat di-
(Kapasitas) lapas/ - . Seluruh Indonesia.

Rut.an/Cabang Rutan.

Hasil penelitian Puslitbang Departenen Kehakiman RI, . bahwa
standarisasi perentuan kapasitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan di selurdh
I'r;doneaia tidak sama sehingga terdapat. beberapa Lapas/Rutan/Cabang
Rutan yang luas kamarnya sama tetapi kapasitasnya dinyatakan bert:eda
atau dinyatakah tidak over kapasitas (isi tidak melampaui daya nuat)
namun penempatan napi  dan  tahanan pada' rang hunian ° telah
meninbulkan kesan tidak manusiawi.

~Sehu?9ungan dengan hal tersebut agar penenpatzn napi dan
tahanan  sesuai dengan  kebutuhan minimal untuk  keperluan
perbinaan/parawatan napi/tahanan perlu penentuan kenbali tentang
daya mat Iap:as/Rutan/Cabéng Putan dgngan standarisasi schagail
berikut : ‘ : - )
1. Penentuan Kapasgitas Merurut Luasan l‘“o.:ang,/K;amar Hunian,
Kapasitas menurut luasan miang/kamar hunian (tidak tenmasuk
kamr mandi  dan WC)  diltentukan hohwa untnk setiap penghuni
mendapatkan mang gerak seluas '5,4 m2.
Ukuran/standar tersebut adalah imerupakan hasil kajian dan riset
darl Dr. Silvia Casole pada penjara-penjara, balk di Mverika
Serikat "dan negara-negara sekitar Atlantic moupun di negara-
negara Fropa. Hasil kajlan dan riset dimaksud dapat diterapkan
cdengan kondisi alam ;ii Indonesia dengan pertimbangan antara
lainA:
~  Standar kamar tidur untuk dua orang (suami-isteri) yang
dibanqun Panin Pernimnas adalah 3m x 3m = G m2.
- Standar kamar tidur pada umimnya cdi Indonesia adalah 3m % im
= 12 m2.



«

venghitungan kapaaitas kamar hunian menurut standarisasi
tersebut yaitu :

¥ (Luasan kamar hunian)

5,4 nf

Kapasitas Kamar Hunian -

= -5-)5‘-1- (orang)

Jika 3% menghasilkén bilangan pecahan, maka;

a. Apabila bilangan pecahan setelah angka 1, 3 dan 5 maka
bilangan pcczhan terscbut dihilangkan, misalnya 1! menjadi
1, 3! senjadi 3 dan 55 menjadi 5.

b. Apabila bilangan pecahan setelah angka 2 dan 4, maka

penbulatan angka dilakukan sebagai berikut :

- ji!ka bilangan pecahan lebih kecil dari I <
bilangan 2 dan 4 dikurangi 1, misalnya 2 atau 2% menjadi
1 dan 4 atau 4; menjadi 3.

~ jika bilangan pecahan sama atau lebih besar dari % (2& ),
angka pecahan dibulatkan menjadi 1 sehingga bilangan 2
dan 4 ditanrbah 1, wisalnya 2; menjaci 3 dan 47 menjadi 5.

¢c. Apabila bilangan pecahan setelah angka sama atau lebih besar

-dari 6 (2 6), maka p@mbulatan.kéngka dilakukan sebagai
berikut: :

- jii:a bilangan pecahan lebih kecil dari % { <%), maka
bilangan bilangan pecahan tersebut dihapus, misainya 6:
menjadi 6. |

- Jika bilangan pecahan sama dengan (-% ), maka angka
sebelum bilangan pecahan dijadikan angla genap, misalmya
6% menjadi 6 atau 7% menjadi 8.

- jika bilangan pecahan lebih besar dari % (>%), maka

bilongan pecahan tersebut dibulatkan menjadi 1, misalnya

82 menjadi 9. )
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Penentuan Xapasitas lapas/Rutan/Cabeng Rutan berdasarkan luasan
ruang hunian dilakkan dengan cara menjumlahlan iasing-masing

kapasitas kamar hunian pada seluruh Lapas/Rutan/Cabang Rutan
yang bersangkutan

Penentnan Kapasitas Memurut Iuasan Terpat Tidur.

Kapasitas menurut luasan :te:rpat tidur ditentukan bahwa setiap
penghtmi harus mendapatian ruang gerak untuk tidur seluas 2 nf
(panjang 2 m dan lebar 1 m).

Ukuran ini {mengacu kepada tinggi rata-rata orang dewasa nomsal
di Indonesia yakni 165 au (sesuai data Biro Pusat Statistik
Tahun 1992). Tinggi badan tersebut ditarbah dengan tangan yang
menggapai ‘keatas setinggi 35 am, maka didapatkan panjang terpat
tidur 200 cm (lihat gambar 1.

Sedangkan lebar tempat tidur didapatkan dari ukuran badan
ditambah dengan panjang tangan (jika disilangkan didepan dada),
yaitu;'lebar dada = 80 cm ditambah bagian tangan Xri 10 an
d:.tambah pula bagian tangan kanan 10 cm :{ehingga rnenjadi 100 ca
(Lihat gambar 2). '

Luasan tempat tidur tersebut dengan kondisi alam di Indonesia
(pa&a ummmnya panas) dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan Y
dalam tidur walaipun postur tubuh yang relatif besar.

Penghitungan Kapasitas kamar hunian menurut standarisasi ini

adalah sebagai berikut :

Y (Luasan tempat tidur)
Kapasitas Xamar Munian = T

2L

‘( orang)

2

Dengan catatan :

~a. Jika I-menghasilkan angka 2 atau 4, maka kapasitasnya adalah

1 atau.3.
b. Jilka ¥ menghasilkan bilangan pecahan, waka;

1) Apabila bilangan pecahan setelah bilangan 1, 3 dan 5 maka
bilangan pecahan tersebut dihilangkan, misalnya 1!

menjadi 1, 35 menjadi 3 dan 5 menjadi 5.



2) Apabila bilangan pecahan -setelah angka 2 dan 4, maka
bilangan pecahan dibulatkan menjadi 1, sehingga angka 2
dan 4 ditamboah 1, wisalnya 23 menjedi 3 atan 45 menjadi 5.

3) PApabila bilangan pecahan setelah angla sama atau lebih
besar dari 6 (2 6), maka pembulatan dilakukan sehingga
angla sebelum bilangan pecahan menjadi angka genap,
misalnya 61 menjadi € atau 7; menjadi 8.

Penentuan Kapaaitas Lapas/Rutan/Cabang Rutan berdasarkan luasan
tampat tidur dilalukan dengan cara menjumlahkan masing-masing

_ kapasitas lkamar hunian pada seluruh ILapas/Rutan/Cabang Rutan
‘ yang bersangkutan

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini diharapkan bantuan
Saudara agar memerintahlan kepada Kalapas, Karutan dan Kacabrutan di
wilayah Saudara intuk melakukan pengulairan ruang hunian dan tempat
tidur napl/tahanan yang selanjutnya menyampal)en kepada kami
besarnya Mapasitas Lapas/Rutan/Caorutan be:da,sar)en kedua standarisasi

dimaksid dan diharapkan telah dapat kami terima selambat-larbatnya
akhir bulan Desember 1996.

Demikian atas perhatian Saudara disanpail@ﬁ terima kasih.

TAN

EMBUSAN Kepada Yth

Bapak Menteri Kehakiman RI (sebagai laporan).

Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman RI
di Jakarta.

Para Kalapés/Karutan/Kacabrutan
di Seluruh Indonesia.
. Arsip.

Avam
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1. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta




4. Wawancara dengan Narasumber (Dokter dan Perawat Lapas)

k Lembaga Pemasyarakatan Klas IT A Yogyakarta

ini

Bangunan Kli

)




6. Obat-obatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas I1 A Yogyakarta




7. Peralatan di Klinik Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Yogyakarta,
Ambulance Lembaga Pemasyarakatan Kias Il A Yogyakarta

R ————



8. Kamar mandi dan Wastafel di Klinik Lapas Klas IT A Yogyakarta

9. Contoh makanan bagi para narapidana yang sedang dimintakan
pengecekan di Klinik Lembaga Pemayarakatan Klas II A Yogyakarta




